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. huhng izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Sinj
nt [ Pandlrlln dan Ponyelonggaraan
| "KELOMPOK BERMAIN ASIH XVI
Desa Tompobulu, Kec. Bulupoddo, telah
ik tanggal 16 September 2019, maka perlu
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

rknn pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan
5, dlplndang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

(PAUD) "KB ASIH XVI AHOLIANG" Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5587).
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-U
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N
Republix Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lem aran Ne
Republik Indonesi Nomor 5679); .
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasl
Pomerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Parlindungan
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 287,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

Republik Indonesia

Panyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 6357);
015 tentang Perubahan Kedua

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5670);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Perizinan Terpadu di Daerah;

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan
13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usla Dini (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);
14. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjal (Lembaran Daerah
<abupaten Sinjal Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
rjsiNomor 03y,
pati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjal Tahun

12.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5670);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomar 1956);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2018 Nomor 23);
50} Tahunrzor‘IQ tentang Pendelegasian

erizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal

P Ll a
o e

Dipindai dengan CamScanner



s
#e,

3 W
Memperhatikan

Menetapkan
Kesatu

Kedua
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Keempal

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Kepada :

- permohonan lzin Pendirian dan
(PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum

. Keputusan Kepala Dinas ini di
ketentuanperundang-undangan. 4
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:1.  Permohonan Penanggung Jawab KB ASIH XVI AHOLIANG Nomar
:003/KB ASIH XVI AH/TB.BP/2021, Tanggal 19 April 2021 Perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan;

2. Akta Notaris Nomor : 29 Tanggal 01 Januari 1970 tentang Kelompok
Bermain Asih XVI Aholiang Disingkat KB ASIH XVI AHOLIANG;

3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor -
TT/146/DP, Tanggal 27 April 2021, Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN

Nama lembaga - KB ASIH XVI AHOLIANG
Alamat Lembaga - Dusun Aholiang, Tompobulu,
Kecamatan Bulupeddo, Kabupaten Sinjal

Penanggung Jawab : SULTAN

lzin Pendiian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

. sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, beraku sejak tanggal G‘M

2021 sampai dengan 16 April 2024,
benyolenggaraan Pendidkan Ansk Usis Dl
pergunakan sebagaimana mestinya. sesual deng

Diterbitkan di Kabupaten Sinjal
MM@WM I
a.n. BUPATI SINJAI
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